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Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) Hgr IV lapangan udara pondok cabe dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dibayarkan oleh PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) Hgr IV Lapangan Udara Pondok Cabe.

Penelitian ini menggunakan metode Interview/Wawancara, dan Dokumentasi.          PT IAS belum memahami prosedur dan mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 dan surat penawaran harga oleh mitra kerja PT Indopelita Aircraft Services (PT IAS) belum dihitung berdasarkan kewajiban PPh Pasal 23.
 
Proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Indopelita Aircraft Services dalam memberikan jasa kepada mitra kerjanya yang harus dilakukan yaitu pada saat pembayaran kita punggut/potong PPh Pasal 23 dengan memberikan bukti potong asli. Sistem yang dilakukan oleh PT IAS dalam melakukan pemunggutan atau pemotongan sudah tidak lagi menggunakan sistem manual, tetapi menggunakan sistem E-SPT PPh Pasal 23/26 yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).


Kata Kunci : PPh Pasal 23, E-SPT.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 
 Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan bagi negara Indonesia, sehingga pengelolaan pajak membutuhkan ketelitian dan integritas yang tinggi. Suatu negara dapat dikatakan mandiri apabila negara tersebut mampu mengelola pajaknya dengan benar. Indikator pengelolaan pajak yang benar antara lain mampu mengelola pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berasal dari pajak yang dibayar oleh warga negara tersebut dengan tepat guna. 
Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara ini adalah pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilan menurut UU nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak yaitu: 1) Pihak yang menerima penghasilan atau penjualan atau pemberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. 2) Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. 
	Pada dasarnya setiap perusahaan dituntut untuk memahami prosedur dan mekanisme PPh Pasal 23 khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi yang dikenakan kepadanya apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Pengabaian terhadap kewajiban membayar pajak dapat juga disebut sebagai perlawanan pajak. Bentuk perlawanan tersebut, bisa berupa perlawanan aktif  maupun pasif. Perlawanan pajak aktif adalah mengabaikan seluruh kewajiban pajak yang seharusnya tertanggung. Konsekuensi untuk  pengabaian jenis ini adalah dikenakan saksi dan denda. Adapun perlawanan  pajak pasif adalah mengabaikan keterlambatan pajak, konsekuensinya adalah didenda.
Kewajiban membayar PPh Pasal 23 juga  berlaku di PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS). Dalam hal ini PT IAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pelayanan pemeliharaan dan perawatan komponen pesawat. Perusahaan ini sejak berdiri tanggal 24 November 1987 sebagai anak perusahaan PT Pelita Air Service (PT PAS) yang berlokasi di Pondok Cabe dan menempati areal seluas lebih 110 ha.
PT IAS memiliki beberapa mitra kerja dan klien, supplier, juga kontraktor. Sebagai mitra kerja setiap transaksi harus memiliki pertanggungjawaban terhadap pajak. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri  Keuangan  No.PMK-244.03/2008. Adapun besaran pajaknya sebagaimana tercantum dalam SPT tahunan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Atas transaksi jasa pelayanan pemeliharaan dan perawatan komponen pesawat, PT IAS sebagai pihak penerima pekerjaan. Telah melaksanakan mekanisme pemotongan pajak sesuai dengan regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 244/ PMK 03/ 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c angka 2 UU PPh No 36 tahun 2008 imbalan atas jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan yang ada dalam kwintansi. PT IAS sebagai pihak pemotong PPh Pasal 23 wajib membayar PPh Pasal 23 tersebut ke kas negara. 
	Sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa pelayanan pemeliharaan dan perawatan komponen pesawat, PT IAS mencatat biaya-biaya pendapatan yang timbul dari jasa yang diberikannya. Adapun jumlah penghasilan bruto pada Januari 2017 sebesar Rp 308.584.680 dan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 2% sebesar Rp 6.171.694. Sedangkan jumlah penghasilan bruto pada Februari 2017 sebesar Rp 138.221.242 dan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif  2% sebesar Rp 2.764.425. Berdasarkan data tersebut terlihat adanya penurunan jumlah penghasilan bruto pada Februari lebih kecil dari pada jumlah penghasilan bruto Januari. 
	Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan magang di PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS), ditemukan beberapa masalah terkait prosedur pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pertama, Mitra kerja PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) belum memahami prosedur dan mekanisme pemotongan PPh Pasal 23. Kedua, Surat penawaran harga oleh mitra kerja PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) belum dihitung berdasarkan kewajiban PPh Pasal 23. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis membuat judul penelitian "Analisis Proses Pemotongan PPh Pasal 23 Pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS)" yang sudah menerapkan mekanisme PPh Pasal 23.
		
1.2. Tujuan Penelitian	
			Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) Hgr IV Lapangan Udara Pondok Cabe.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dibayarkan oleh PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) Hgr IV Lapangan Udara Pondok Cabe.

 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis
	2.1.1. Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak penghasilan, merupakan pajak yang dipungut atas sesuatu yang dihasilkan setiap warga negara di Indonesia. Menurut Prasetyo (2011:46), “pajak penghasilan adalah  pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan”.
Sementara, menurut Setiawan (2006:4),  “pajak penghasilan adalah pengenaan pajak diterapkan kepada setiap orang pribadi atau badan usaha yg memperoleh  penghasilan”. Adapun menurut Siti Resmi (2011:74),  “pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek  Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam  satu  pajak”.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pajak penghasilan merupakan pendapatan negara yang dipungut dari penghasilan wajib pajaknya. Pajak penghasilan sebagaimana, telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan: 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991; 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994; 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000; dan 4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan System Self Assessment. Oleh karena itu tujuan dan arah penyempurnaan undang-undang Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
2. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
3. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
4. Lebih memberikan kepastian  hukum, konsistensi, dan transparasi;
5. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkat daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun dalam negeri di bidang-bidang usaha terutama yang mendapat prioritas.

	2.1.2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 
2.1.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Pajak Penghasilan berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi atau Badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari  modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Pasal 21. 
Menurut Siti Resmi (2011:41), “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pemotongan pajak oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap (BUT)”. Sedangkan, Menurut Atep Adya Brata (2011:435), “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah mengatur pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa lainnya yang sudah dipotong PPh Pasal 21”.
Sementara, menurut Direktorat Jendral Pajak,  “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21”. Berdasarkan pengertian para ahli sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwa perusahaan ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilaan (PPh) Pasal 23 terdiri atas : 1) Badan pemerintah. 2) Subjek pajak badan dalam negeri. 3) Penyelengara kegiatan. 4) Bentuk usaha tetap. 5) Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya. 6) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu :
1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
2. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan  pembukuan atas pembayaran  berupa sewa.
2.1.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (Brata, 2011:435) antara lain sebagai berikut. 
1. Pasal 23 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat undang-undang  Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang 	jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 	Huruf e Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 	Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 	2008.
2.1.2.3. Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 (Seri PPh Pasal 23 Nomor 7) Direktorat Jendral Pajak
Pemotongan PPh Pasal 23 diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE12/PJ.4/1996 tentang Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23. Pada prinsipnya pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi yaitu di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23.
Berdasarkan prinsip diatas dapat dipahami bahwa : 1) Atas transaksi transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. 2) Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. 3.) Berkenaan dengan uraian diatas maka ketentuan mengenai pemusatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.1.2.4. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1)  yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia 	maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk didalamnya : 1) Dividen; 2) Bunga; 3) Royalti; Selanjutnya, 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh Pasal 23; 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 5 ayat (2). 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2.1.2.5. Jasa-jasa yang dikenai oleh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Berikut ini yang termasuk objek pajak penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pertama, Dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Pasal 4 ayat (3) huruf (f), dividen yang diterima oleh PT sebagai Wajib Pajak dalam negeri, Koperasi, BUMN/BUMD dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan Objek Pajak dengan syarat tertentu.
Kedua, Bunga. Bunga dikenal juga sebagai imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian 	utang. Ketiga, Royalti. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan atas penggunaan hak, seperti hak cipta, hak paten, merk dagang, dan lain sebagainya. Royalti terdiri dari tiga kelompok yaitu imbalan yang sehubungan dengan penggunaan sebagai berikut. 
1. Hak atas harta tidak berwujud, seperti hak cipta
2. Hak atas harta yang berwujud, seperti atas alat-alat industri
3. Informasi yang belum diungkapkan secara umum dan mungkin belum dipatenkan, seperti pengalaman dibidang 	usaha, dan lainnya.
Keempat, Hadiah, Penghargaan, dan sejenisnya selain yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 
Hadiah sebagaimana dimaksud adalah hadiah undian, pekerjaan atau kegiatan. Misalnya, seperti hadiah undian tabungan, hadiah perlombaan dan lain sebagainya. Sedangkan, yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diterima sebagai reward seperti benda-benda berkala (tropi, piala, dan sebagainnya).
2.1.2.6. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Di dalam penelitian ini, penulis meneliti data tahun 2017 dan hanya memfokuskan pada masa Januari 2017 dan Februari 2017 saja. Pada tahun 2008 diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK/2008, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2009. Tarif pajak resmi Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar dua persen (2%) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dasar pengenaan pajak.
2.1.2.7. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Menurut Brata (2011:442) tata caranya sebagai berikut.
Tata cara pemotongan Pajak Penghasila (PPh) Pasal 23 dilakukan oleh pemotong pajak dengan cara sebagai berikut.
1. Dipotong pada saat dilakukan pembayaran.
2. Memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap.
3. Lembar ke-1 bukti pemotongan diserahkan kepada WP yang bersangkutan sebagai bukti pemotongan.
Tata cara penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Penyetoran pajak oleh pemotongan dilakukan dengan cara mengikuti ketentuan sebagai berikut.
1. Besarnya potongan PPh Pasal 23 yang tercantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan di jumlahkan.
2. Jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan disetor ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur nasional maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya,
3. Penyetoran dilakukan melalui Bank atau Kantor Pos, lalu penyetor menerima SSP lembar 1 dan 3.
Tata cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
1. Lembar ke-2 bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat selama 1 (satu) bulan dicatat dalam daftar Bukti Pemotongan Pajak (rangkap 2),
2. Bendahara atau Pemotong Pajak mengisi dengan lengkap dan benar from SPT Masa PPh Pasal 23 rangkap dua dilampiri lembar ketiga SSP, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, dan lembar ke-2 bukti pemotongan.
3. Atas SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah diisi lengkap beserta lampirannya, harus dilaporkan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur nasional maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya,
4. Bendahara menerima tanda terima pelaporan SPT dari Kantor Pelayanan Pajak (Lembar LPAD) Sebagai bukti telah melapor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan 
Berikut ini akan dilakukan pembahasan untuk membandingkan proses pemotongan PPh Pasal 23 di PT IAS apakah sudah sesuai dengan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 ataukah belum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan hasil pembahasan sebagai berikut.
4.2.1. Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT IAS Berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008
Berdasarkan hasil penelitian, rumus dalam menghitung PPh Pasal 23 yang ada di PT IAS telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 pajak penghasilan pasal 23. Sesuai undang-undang perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 mengenai tentang pajak penghasilan, untuk menghitung pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan pesawat pajak tahun 2008 menggunakan rumus: 
1. Pemotongan untuk PPh Pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan Pesawat PPh Pasal 23, PT IAS melakukan pemotongan dengan tarif PPh Pasal 23 adalah 2 %. Teknisnya seperti berikut ini.
	PPh Pasal 23 atas jasa perbaikan = 2% x Bruto dari transaksi perbaikan.  Bruto (dari transaksi perbaikan) = (100/110) x Nilai Kontrak 
2. Pemotongan untuk Perkiraan Penghasilan Netto (PPN) Perkiraan Penghasilan Netto (PPN) = 10% dari bruto Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan berdasarkan data masa pajak bulan Januari 2017 yaitu 5 transaksi yang diperoleh pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES. 
Rumus yang digunakan di PT IAS yaitu PPh Pasal 23 = 2% x Penghasilan bruto(NOP), Contoh perhitungannya seperti ini: PPh Pasal 23 = 2% x Rp 2.800.000 = Rp 56.000.
	Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah sebesar 2 %, hal ini staf karyawan PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES sudah melakukan pemotongan pajak penghasilan atas jasa perawatan  pada tahun 2008. Oleh karena itu pemotongan yang dilakukan oleh PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES sudah melakukan kesesuaian undang-undang yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Sehingga dalam penghitungannya PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES sudah tidak mengalami kesalahan dalam proses pemotongan yang dilakukan atas jasa perbaikan pesawat. 
	Selain perolehan pemotongan diatas PT IAS mempunyai data 8 transaksi yang telah dievaluasi penghitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan pesawat pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES. Berikut ini adalah hasil pemotongan pajak penghasilan masa pajak bulan Februari 2017.
PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES sebagai Pemotong Pajak/wajib Pajak, telah memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 memotong pajak yang terdiri atas mitra kerja samanya maupun jasa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara udara serta jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008, karena terlalu luasnya jasa yang terdapat dalam Pajak Penghasilan Pasal 23. Pada PT IAS penulis memperoleh data berupa Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada masa Januari dan masa Februari tahun 2017 yang berisi SPT Masa dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
PT IAS harus melakukan kewajibannya untuk memotong dan  memunggut PPh Pasal 23 pada penerima hasil, yaitu mitra kerja samanya. Pelaksanaan tersebut tentunya harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang digunakan merupakan peraturan perpajakan pasal 23 yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Proses Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT IAS untuk jasa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara udara serta jasa lain yang tentunya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.
Perolehan Pendapatan penghasilan PPh Pasal 23 yang ada di PT IAS yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai objek pajak ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh Pasal 23 = 2% X 10% X Penghasilan Bruto (NOP). Penghasilan bruto merupakan nilai transaksi PPh Pasal 23 sebagai dasar pemotongan jumlah PPh Pasal 23 yang di potong.

4.2.2. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT IAS berdasarkan riset terdahulu.
Sebagai sebuah perusahaan yang besar dan taat aturan, PT IAS sudah melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan regulasi peraturan perpajakan dan mengikuti prosedur dalam teori-teori para ahli dalam studi pustaka. Setelah dibuktikan memang benar-benar PT IAS sudah melakukan kewajibannya sebagai penyetoran dan  pelaporan PPh Pasal 23 yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.  Berdasarkan penelitian  utomo PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) dalam proses pemotongan dan pelaporan serta penyetoran pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 sudah tidak lagi menggunakan sistem manual,tetapi menggunakan sistem e-SPT PPh Pasal 23 yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), selain menggunakan sistem  e-SPT PT IAS juga menggunakan sistem Zahire/program  zahir. 
Proses pemotongan PPh Pasal 23 pada PT IAS tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang digunakan yaitu PMK/No.244.03/2008. PT IAS sudah melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dan telah menghitung dengan benar dan memenuhi kewajibannya.  
  Dengan demikian PT IAS penyetoran dan pelaporanya sudah tidak terjadi keterlambatan dan tidak ada kekeliruan dalam menyampaikan bukti-bukti transaksi perolehan pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal  23nya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut  diatas maka perusahaan PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES telah menganalisis proses pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terdiri dari : 
a. Objek PPh Pasal 23 yang di potong pada PT IAS
Berikut adalah Objek PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) Hgr IV Lapangan Udara Pondok Cabe:
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengggunaan harta yang meliputi sewa kendaraan angkutan darat dengan tarif  2%. Sewa kendaraan angkutan darat meliputi: a) Bus, Minibus, taksi yang disewa, untuk jangka waktu tertentu. b) Milik persewaan mobil, milik pribadi yang disewakan. c) Truck, mobil derek dan sejenisnya yang disewa oleh perusahaan kegiatan usaha.
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat, dengan tarif 2%, meliputi: a) Sewa sound system, b) Sewa tenda, c) Sewa Komputer dan printer, d) Sewa meja, kursi dan, e) Sewa peralatan lainnya kecuali sewa angkutan darat dan sewa tanah atau/dan bangunan. 
3. Dividen dengan tarif 15%.
4. Bunga yang terdiri dari bunga pinjaman dengan tarif 15%.
5. Royalti, dengan tarif 15%.
6. Hadiah dan pengharapan dengan tarif 15%.
7. Jasa Teknik dengan tarif 2%.
8. Jasa Manajemen dengan tarif 2%.
9. Jasa Konsultan kecuali Konsultasi Konstruksi, dengan tarif 2% meliputi: a) Jasa studi dampak lingkungan, b) Jasa survey, c) Jasa Peneltian, d) Jasa Apraisal, e) Jasa konsultan lainnya.
10. Jasa Instalasi/pemasangan dengan tarif 2%. Jasa instalasi, meliputi: a) Pemasangan mesin. b) Pemasangan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel. c) Jasa pemasangan peralatan.
11. Jasa Akuntansi,  dengan tarif 2%.
12. Jasa Perancang, dengan tarif 2%.
13. Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara, dengan                tarif 2%.
b. Transaksi yang terjadi pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS)  Hgr IV Lapangan Udara Pondok Cabe 
1) Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 23 PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS)  sebagai pemberi pekerjaan kepada mitra kerjanya seperti klien, supplier, maupun kontraktor untuk mengadahkan jasa teknik. Jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 276.443.900, Perhitungan PPh Pasal 23: DPP Rp 276.443.900, PPh Pasal 23: 2% x Rp Rp 276.443.900 = Rp 5.528.678. Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 5.528.678, Bukti pemotongan : di lampirkan.
2) Penyetoran PPh Pasal 23 PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS), Surat Setoran Pajak (SSP): di lampirkan
3) Pelaporan PPh Pasal  23 PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS)
Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.
Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Januari  2017, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Februari 2017.
Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasionaltermasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4) Sanksi
Sebagai pihak PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) yang memberi pekerjaan/membayarkan penghasilan kepada mitra kerjanya, sepanjang merupakan objek  PPh Pasal 23  wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 yang terutang. Apabila dalam pemeriksaan pajak diketahui tidak atau kurang memotong  PPh Pasal 23 yang terutang  tersebut, akan dikenahkan sanksi sebesar  pokok pajak (PPh Pasal 23 terutang) berikut denda 2 % perbulan. Bahkan bila diketahui ada unsur kesengajaan tidak menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut  hingga merugikan Negara, dapat diancam sanksi pidana.
5)   Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23
a. Hutang
Akun Hutang PPh Pasal 23 yang di akhir periode, perlakuan perpajakannya harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yaitu saat mana yang lebih dahulu dilakukan antara saat pembukuan atau pembayarannya. Jika PPh Pasal 23 dicatat pada akhir periode maka harus disetorkan dan dilaporkan pada akhir periode.Transaksi yang terjadi PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES (PT IAS) masa Januari 2017.
Maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut:
- Jurnal Kas Keluar (JKK)
	Biaya jasa teknik Rp 276.443.900,-
	Kas Rp 276.443.900,-
- Jurnal Kas Masuk  untuk pemotongan PPh Pasal 23:
	Kas Rp 5.528.678,-
	Hutang PPh Pasal 23 Rp 5.528.678,-
Menurut para ahli dan teori-teori yang didapat dari studi pustaka yang menyangkut proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan serta penghitungan PPh Pasal 23 di atas  bahwa PT IAS sudah melakukan kewajiban dan kesesuaian Undang-Undang perpajakan yang sudah berlaku pada masa Januari 2017 merupakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008, khususnya di Indonesia. 

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES dalam memberikan jasa kepada mitra kerjanya yang harus dilakukan yaitu pada saat pembayaran kita punggut/potong PPh Pasal 23 dengan memberikan bukti potong asli.
2. Sistem yang dilakukan oleh PT IAS dalam melakukan pemunggutan atau pemotongan sudah tidak lagi menggunakan sistem manual, tetapi menggunakan sistem e-SPT PPh Pasal 23/26 yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
3. Cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT IAS sudah menggunakan System Zahire / Program Zahir, berdasarkan tata cara penghitungan tersebut maka PT IAS sudah melakukan kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Selanjutnya penulis memperoleh data pada masa Pajak Januari dan Februari 2017 PT IAS telah melakukan penghitungan tersebut meliputi perolehan  Nilai Objek Pajak PPh Pasal 23 dan tarif 2% yang sesuai Peraturan Perpajakan.
PT IAS telah memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai pemotong pajak khususnya PPh Pasal 23 dan tidak pernah terjadi keterlambatan maupun kesalahan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23.

5.2.  Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan saran sebagai berikut:
1.  PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES harus lebih teliti lagi dalam proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 agar tidak ada kesalahpahaman antara PT IAS dengan Penerima Penghasilan/mitra kerjanya.
2. PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES harus tetap melaksanakan kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 yang sudah dilaksanakan oleh PT IAS selama ini.
3. PT Indopelita AIRCRAFT SERVICES harus melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada mitra kerjanya agar paham mengenai proses pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang khususnya pada PT IAS.  
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